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ABSTRACT

Lega aid as rule of law in criminal judtice process is one of the programmes planned by the
Indonesian Government to provide law services. especially for poor vitizens, Legal aid progrumimes
amm to cover a wide range porviding law which through information or any othcr communication
media. in order to make every citizen to have 4 high law consciousness. Besides legal aid may take
part in law shaping and improvemen! of law execulion as a soctal control. Legal aid is related to
human rights and justice process tw search for the truth In muintining the execution of justice. It
is aimed to guarantee the protection of personal rights provided law and government and s pusition
is paraliel to public protection. The uphelding of legal wid is camed out by one having as profession
4 law cnsultant who has a fanetion 1o help everyane who needs legal aid i facing a probiem in
i legal process,

PENDAHUILUAN

Proses peradiian pidana, dimulai dengan penangkapan dan penahanan seseorang
yang diduga melakukan tindak pidana sampai dengan proses di muka pengadilan untuk
diputus oleh hakim. Adanya proses peradilan pidana itu karena ditemukannya suatu
peristiwa pidana, Peristiwa pidana adalah sua perbuatan atau rangkaian perbuatan
mgnusia yang berlentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya,
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman

Dalam proses peradilan pidana ada subsistem-subsistem yang bekerja untuk
sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum. yaitu polisi, penuntut umum, pembela
atau penasihat hukum. dan hakim. Pembela sebagal wakil dari terdakwa oleh Bismar
dapat dianggap sebagai salah satu unsur “penegak hukum”, karena para pembcla tidak
terlepas peranannya dalam mencari kebenaran dan keadilan yang ditegakkan melalui
forum persidangan di pengadilan.

*) Saf Pengajar Fakultas Hukum niversitas Tarumanagara.
It R. Tresna, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Tiara. 1959. hlm. 27,
2) Bismar Siregar. Hukum Acarg Pidana. Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 51-53.
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Bantuan hukum merupakan istilah yang dipergunakan sebagal terjemahan dari
dua istitah yane berbeda, yaitu fegal aid dan legal assisiance. Istilah legal aid. pada
umumnya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukwn dalam art sempit,
yaitu berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada scseorang yang terlibat
dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya terhadap orang yang tidak mampu.
Sedangkan legal assistance dapat digunakan untuk pengertian bantuan hukum oleh
pengacara {advocaie) dengan membaydr honorarium. ¥ Bantuan hukum dalam penelitian
ini adalah bantuan hukum dalam pengertian kedua istiluh tersebul. yaitu pengertian
pantuan hukum baik sebagai fegal aid maupun fegal dsvistance.

Dasar hukum pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum/pembela/
pengacary. yaitu terdapat dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum pada pasal 69 sampai
pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidapa (KUHAP). Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tabun 1981 Nomor 76, Tambahan embaran
Negara Nomeor 3209, Pasal 69 KUHAP menyatakan. hahwa pada scmua tngkat
pemeriksaan. penasihat hukum dapat atau berhak memberikan bantuan hukum pada
saal tersangka mulai ditungkap atau ditahan.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mengenai bantuan hukum oleh panasihat
hukum merupakan suatu peningkatan yang penting apahila dibandingkan dengan HIR,
walaupun dalam prakiek sulit untuk dilaksanakan. terkadang penasihat hukum tidak
diperbolehkan mepemut Kliennya atau dipersulit untuk menghubunginyi, sehagaimana
dalam perkara aktivitas Islam. kerusuhan Tanjung Priok padie tanggal |2 September
1984

Untuk menunjang upaya para penegak hukum agar dapat hekerju sebatk-batknya.
khususnya vang bekerja di proses peradilan pidana Indonesta. mercka harus herpijak
dan berakar pada “Sobural” (Sosial. Budaya. dan Strukwral) negara dan bangsi
Indonesia yang berlandaskan Pancasila.” Pijakan tersebut dinaksudkan untuk mencegah
terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang ditimbulkan oleh aparut penegak
hukum dan menjalankan tugasnya menegakkan hukum Jan kceadilan,

Dalam mengungkapkan adanya perbuatan kejahatan. maka para pencgak hukum
yang bertugas untuk melakukan proses pada peradilan pidana membutubkan pe mbuktian-

3y Abdurrahman, Aspek-aspek Bantuen Hukum di Indonesia. lakarta: Cendana Press. 1933

41 A.C't Hart & Abdul Hakim (. Nusantara. Hukum Acara Pidana dalam Perspekuf Hak Asasi
Manisia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1986, blm. 26, 27,

S) IE. Sahctapy. “Pokok-pokok Pemikiran tentang Analisis Beherapa Asas. dan Arah Perkembang-
an Hukum Dewasa Inl."” Surabayz: Mukalah di Fakultas Hukum Unar. him. 36, 17,
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pembuktian, Pembuktian tersebut dilakukan dengan menelusuri perbuatan kejahatan
yang tclah terjadi, yaitu mengungkapkan fakta-fakta ke permukaan disertai penerapan
hukum yang berlaku, schingga cepat diperoleh putusan pengadilan yang benar dan adil
bagi semua pihak yang tersangkut,

Penegakan hukum vang dilakukan oleh para pencgak hukum tidak hanya
bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan vang sudah ada persangkaan telah terjadi
kejahatan, akan tetapi juga menjaga kesungkinan akan terjadinya kejahatan scbagai
prevensi dari kejahatan. Penegakan hukum terschut harus merupakan suatu proses
yang interaktif, yaitu tidak hanya diperlihatkan sebagat hasil kKarya dari pencgak hukum
itu sendiri, tetapi juga suatu hasil dari kerja yang saling mempengaruhi di antara
berbagai komponen vang terlihat disitu.”

Olch karena itu, penegakan hukum dalam peradilan pidana seyogyanya bekerja
sebagai kesatuan dalam proses peradilan pidana, agur nanti dapat menghasilkan suatu
putusan yang adil dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Putusan yang diberikan
olch hakim harus menjadi pemecah masalah atau alat untuk menyelcsaikan masalah
yang rumit, yaitu vang berkaitan dengan masaiah-masalah kejahatan yang terjadi di
masyarakat yang harus ditanggulangi ofeh aparat penegak hukum yang berwenang,
Dengan demikian. perlu diketahui sampai sejaubl mana peranan dan pengaruh bantuan
hukum sebagai pencgak hukum datam proses peradilan pidana.

PERANAN BANTUAN HUKUM SECARA UMUM

Seperti yang telah dikemukakan sehelumnya. bahwa penasihat hukum berkewa-
Jiban memberi nasibat dan membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan
menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan, Selain itu penasihat hukum harus
dapat dipercaya untuk dapat menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang
diberikan kepadanya.® Bantuan hukum dari penasthat hukum sangat diperiukan oleh
sctiap orang, baik yang mampu maupun yang tidak mampu dalam pembangunan yang
sedang berlangsung ini. karcna dalam pembangunan seringkali meminta korban pada
golongan yang tidak mampu.

6) Svedarto. Kapita Selekin Huwkum Pidang, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 113

7} Satjiipto Rahardjo, Hidum Masyarakat dan Pembangunan. Bandung: Alumni. {981, hlm. 141,

8) Matiman Prodjohamidjoin. Penrasikat dan Bantwan Hukum di Indonesia. Jakuarta: Ghalia
Indonesia. 1982, him. 8.
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Bantuan hukum yang merupakan suatu program untuk meningkatkan kesadaran
akan hak-hak dan kewajiban para warga masyarakal, ditulis olech Adnan Buyung
Nasution sebuagai berikut:

“Program bantuan hukum di Indenesia tidak saja perlu untk membantu si miskin yang
mungkin terjadi korban daripada suat sistem. letapt jangkauannya harus lebih jauh dengan
wut serta melalui jalur hukum. memperbaiki. dan mernbah sistem sehingga sistem yang
adil dapat herkambang. +

Pragram bantuan hukuem harus mencoba mencari dan mengembangkon kemungkinan-
kemungkinan untuk meningkatkan derajat si miskin dan tidak hanya mendapatkan ganti rugi
atas kerugian-kerugiun yang mereka derita. Propram bantuan hukem harus mendapat
kepercayaan masyarakat, terutwma si miskin, sehingga mereka dapat membawa keluhan-
keluhan. kesnlitan-kesulitan, dan tuntun bukum mereka kepada orang-orang yang ber-
wenang dan melibat diberlakukannya keadilan.™

Prasyarat suatu program bamtuan hukum tercantum dalam Memorandum yang
dipersiapkan oleh Sckretaris Jendral PBB pada tahun 1970, antara lain:

“fnternational Legal Aid Association telah mengamnbil sebagai dasar bahwa prasyarat untuk

memperkenalkan suaty program bantuan hukum adadab persetujuan dari pemeriniah yang

bersangkutan; bahws: setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang
hukum. dan bahwa dunia bukum ite sendin bersedia untek melakukannya dengan jalan

pelaksanasn program tersebut.™

Bertalian dengan hal ini. apabila Memorandum PBB tersebul dikaji lebih dalam,
secara tersirat lebih ditujukan kepada negara-negara berkembang, karcna peranan
pemerintah dalam setiap rencana atau program bantuan hukum tersebut bersifal
menentukan, Hal itu disebabkan alasan-alasan seperti berikut

1. Peranan yang sangat berpengaruh yang lazimnya dilakukan oleh pemerintah pada
negara-negara berkembang.

2. Kemampuan pemerintah untuk berperan schagai penghalang dpabila kegiatan
bantuan hukum dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya, '’

Bantuan hukum merupakan sadah satu upaya untuk menegakkan hak asasi
manusia, terutama bagi lapisan masyarakat yang tidak mampu dari bangsa kita. Tujuan
bantuan hukum menurut T, Mulya Lubis perlu diperluas. yaitu tidak saja terbalas pada

9} Adnan Buyung Nasution, Bantugn Hukum di indenesia. Jakaria: LP3ES. 1982, hlm. 56. 57,

10} Mochtar Kusumaatnadja, Banruan Hukum di Indonesia terutama dalam Hubungarnya dengan
Pendidikan Hukwm, Bandung: Binacipta, 1976, him. 5. 6.

11} Ibid. hlm. 5.
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bantuan hukem individual tetapi Juga struktural. Sudah waktunya gerakan bantuan
hukum Kita secara aktif datang ke pedesaan dan mengerjakan pekerjaan banwan hukum
dalam arti setuas-luasnya.’ Bantuan hukum struktural adalah bantwan hukum yang
harus Iebih mengutamakan bantuan kepada kelompok (mavyoritas) yang tidak mampu,
bukan lapi pada perorangan, tetapi bukan berarti bantuan perorangan sudah tertutup.'
Tentunya bantuan hukum itu ingin mendapatkan pula putusan hakim sebagai penegak
hukum yang berlandaskuan asas legalitas, yaitu yang tercantum dalam Pasal 1 W vs/
KUHPidana. Asas legalitas memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar para
penegak hukum yang bekerja dalam proses peradilan pidang tidak bertindak sewenang-
wenang,

Asas fegalitas berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1674, vang memberikan
perlindungan terhadap seseorang dari tindakan pari penegak hukum dalam melakukan
penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.' Menurut J.E. Sahetupy, asas
legalitas bukan semata-mata mencegzh kesewenangan yang berkuasa. bukan saja
melindungi para warga negara. atau bukan terutama menjamin kepastian, melainkan
harus lebih dari itu. Dalam asas legalitas harus dapat dibaca alau diusahakan tercermin
atau terkandung unsur-unsur hak asasi, haik dari yang memerintah maupun dari yang
diperintah.** Untuk menunjang agar supaya para penegak hukum bekerja sebaikbatknya
khususnya yang hekerja di proses peradilan pidana Indonesia menurut J.E. Sahetapy,
mereka harus berpijak dan berakar pada Sobura! Indoncsia yang berlandaskan
Pancasila.'™ Hal terscbut disebabkan para pencgak hukum, termasuk pengacara di
negara ki, mempunyai latur helakang sosial dan budaya yang herbeda dengan di
ncgara Amerika maupun negara lainnya.

Pandangan Sobural tersebut dikemukakan dalam pidato pengukuhan J.I5. Sahetapy
diangkat menjadi profesor sebagai herikut;

. Nilai-nilai sosial, budaya. dan struktural masyarakat Indonesia tidaklah sama
dengan nilai-nilai sosial, budaya. struktural masyarakat Amerika, [alsafah hidup
terutama yang merupakan lambang status sosial. a/thans untuk Indonesia dewusa
ini, tidak atau belumlah sama seperti di Amerika,

12) T. Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Iakarta: LDP31IS. 1986,
hlm. &, 14,

14} I.M. Van Bemmelen. Hekum Pidana | (ferjemahan Hasnan), Bandung: Binacipla. 1984. him. 49,

15} LE. Sahctapy, Op.cit.. klm. 19. 20
16) Jfbid, hlm. 35, 36.
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9. Nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang ada di Indonesia dalam rangka
menciptakan dan mengatur kesempaian dan sarana untuk mencapai falsafah hidup
seperti yang dimaksudkan di atas jelas tidak sama. terlepas dari dimilikinya
Pancasila atau tidak.

3. Tersedianya lembaga, sejumlah sarana, dan kesempatan yang bertalian dengan
tinpkat penyidikan, tradisi. dan penyebarannya dalam rangka mengisi dan
mengembangkan falsafah hidup sepefrti yang dimaksudkan di atas, bukan saja Lidak
seimbang dan merata, tetapi pola pemikiran dan falsafah hidup pada dasarnya
tidakiah sama untuk dewasa ini di Indonesia.'

Sobural dari J.E. Sahetapy ada relevansinya dengan teori yang dikemukakan oleh
Lawrence M. Fricdman, balwa sistem hukum di setiap negara dapat dianalisis, yailu
dengan mempelajari budaya hukum dan perkembangan masyarakatnya yang terdiri dari
{iga komponen, yaitu Struktural, Kultural, dan Substantif.'¥ Tentu saja sistem hukum
negara kita dengan di Amerika berbeda, karena nilai-nilai Scburalnya juga berlainan,
dan setiap negara memiliki sejumlah hukumnya masing-masing. Agar supaya bukum
dapat ditegakkan kembali apabila dirasakan sudah tidak sesuai alau agak menyimpang,
maka haruslah dipelajari sistem hukum, yaitu hukum merupakan suatu proses aktual
bahwa pengadilan dan hukum fertulis ada dalam satu tindakan.

Peranan bantuan hukum sebagai penegak hukum dalam proscs peradilan pidana
agar setiap warga negara mendapatkan pelayanan hukum berupa bantuan hukum
sebagai pembelaan terhadap warga negara itu apabila dihadapkan ke pengadilan.
Pembelaan tersebut dilakukan olch orang yang mempunyai protesi sebagal penasehat
hukum yang berfungsi membantu setiap orang yang memerlukan bantuan dalam
menghadapi proses perkara/kasus, Bantuan hukum dari penasehat hukum diharapkan
menjangkau Japisan masyarakat yang pating bawah {yang belum terjangkau oleh hukum
dan yang buta hukum, serta yang tidak mampu).

BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN POLISI

Para tersangka perbuatan pidana yang diperiksa di Kepolisian Wilayah Pengadilan
Negeri Kotamadya Bandung ini. dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa
sebagian besar tidak didampingi penasehat hukum, Oleh karena itu tidak jarang polisi

17) LE. Sahetapy L. Pisau Analisa Kriminologi, Bandung: Armmico. 1983, him. 17, 18.
18) Lawrence M. Friedman & Stewart Mucalavay (Eds.). Law and The Behavioral Sciences.
Indianapolis: The Bobbs Merril. 1969. hlm. 183, 184.
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melakukan pemukulan vang disertai penyiksaan kepada tersangka agar tersangka
mengakui perbuatan pidana yvang dituduhkannya. Data tersebut, diperoleh dari re sponden
yang ditahan di Kepolisian Wilayah Pengadilan Negeri Kotamadya Bandung.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai polisi itu
berwenang melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan
[Pasal 20 Ayat (1) KUHAP]. agar seseorang vang diduga (keras) melakukan tindak
pidana dapat diamankan untuk mempesancar proses penyidikan. Polisi dalam melak-
sanakan penszhanan terhadap seseorang (lersangka/terdakwa) harus memperhatikan
perlindungan terhadap hak-hak tahanan (perorangan). di samping melindungi kepentingan
masyarakat,

Perlindungan hak-hak tahanan dimaksudkan dear jangan timbul permasalahan
ada seseorang atau lebih menjadi korban dari proses peradilan (seperti kasus Sengkon
dan Karta). Terkadang polisi melakukan pemukulan atau penyiksaan agar tersangka
mengakui perbuatan pidana. yang kadang jupa bukan ((lidak ) dilakukan tersangka. tetapi
terpaksa harus ia akui karena tidak ahan atas siksaan vang dilakukan polisi, Dalam
hal seperti itulah dibutuhkan bantuan penasehat hukum untuk mengontrol periakuan
polisi yang terkadang di lusr kemanusiaan.

‘Tugas polisi dalam KUHAP (Pasal 4 sampat [2) bersifat memberantas stau
menindas kejahatan, yaitu apabila ada suam kejadian vang diduga tetah menimbulkan
kejahatan, polisi akan bertindak, Disini polisi baru bertindak apabila telah diduga ada
peristiwa kejahatan. Polisi melakukan penyelidikan nmeourut KUHAP [Pasal 1 sub (2)
dan (5)), meaunjukkan polisi bekerja dengan serangkaian tindukan untuk menibuat
terang perbuatan pidana, Jelaslah. dalam KUHAP, polist melakukan tindakan-tindakan
kalau sudsh diduga ada perbuatan kejahatan, dan polise seolah-olah tidak berusaha
bertindak mencegah kejahatan,

Mengenai polisi lersebut. dapat Kita lthat juga pendapat Michae) Chatterton dari
bukunya “Police in Social Controf”, yang menycbutkan bahwa polisi mempunyai
kewenangan memberi keputusan di luar peraturan hukum yang beclaku (discrerionary
decisions).”™ Keputusan polisi itu tidak bermaksud diskriminasi. walau dalam kenyataan
seringkali tampak ada diskriminasi. ‘Tampak seolah-clah ada perlakuan yang diskriminatif
terhadap sebagian warga masyarakat. karena kritikan masyarakal yang merasa dan
menatsirkan kecenderungan polisi yang lebih menguntungkan golongan tertentu dalam
masyarakat dengan merugikan pihak lainnya,

19} John Baldwin & A. Keith Botomley (Eds.). Crimiral Justice. Selected Readings: Martin
Robertson. mengutip: Michael Chatterton. “Police in Social Control”, him. 298-304.
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i dalam praktek peradilan di negara Indonesia pun dikenal yang disebut dengan
diskresi yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tzhun 1961.
Dalam penjelasan terschut dJisebutkan. bahwa dalam praktek kepolisian (menurut
hukum vang tak tertulis), polisi yang hekerja berdasarkan kepentingan umuimn dapat
mengenyampingkan perkara. Berarti, polisi dapat melakukan seieksi terhadap perbuat-
an pidana yang lerjadi di masyarakat sehelum diteruskan ke proses selanjutnya. Tentu
saja diskresi polisi dibatasi sepanjang tidak mengorbankan kepentingan umum dan tidak
melampaui kewenangannya.

Tugas dan kewajiban polisi yang diatur dalam KUHAP [Pasal 1 sub (2) dan (5)
KUHAP{ dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ada perientangan
mengenai pekerjaan polist. Datam Pasal 1 sub (2) dan (5) KUHAP menyebutkan, bahwa
polisi harus bekerja untuk membual terang perkara dan tidak boleh menyimpang dari
aturan hukum. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1901,
polisi diberi kewenangan untuk melakukan diskresi, sehingga ada kemungkinan polisi
dapat berdaiih untuk memperiancar dan mempermudah proses tdak meneruskan
perkaranya ke proses selanjutnya.

Apabila diskresi oleh polisi tidak diinginkan oleh pihak korban. karena rmisal
potisi tidak meneruskan perkara pidana yang diderila korban, maka korban dapat
meminta bantuan penaschat hukumnya meminta pada polisi supaya diskresi polisi
dicabut dan meneruskan kembali perkara itu. Selanjuinya penasehat hukum korban ini
mendampingi korban pada ahap pemeriksaan di kepolisian, agar korban (klien) dapat
menceritakan kembali dengan mengungkapkan kcjadian yang diderita korban secara
jelas dan rinci kepada polisi.

Dengan demikian, bantuan hukum diperlukan oleh korban perbuatan pidana dan
tersangka perbuatan pidana dalam proses pemeriksaan polisi. Para penasehat hukum
tersebut barus mampu menunjukkan terhadap klien (tersangka dan korban kejahatan)
mengenai hak-hak, kewajiban, dan hikum yang menyangkut perkara yang dihadapi
mereka. Selain memberikan bastuan hukum techadap kilennya. penasehat hukum demi
penggakan hukum dan keadilan harus dapat membantu para penegak hukum lainnya
termasuk polisi. untuk menemukan kebenaran dalam proses peradilan pidana.

BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
Jaksa sebagai penuntul umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana

diatur dalam KUHAP, vaitu antara lain Pasal-pasal 1 sub (6) dan (7). (13-15),

(137-144). Tugas dan wewenang penuntut umum jalah melakukan penuntulan dan
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melaksanakan penetapan hakim | Pasal ! sub (0)]. Penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang
{Pasal 1 sub (7)].

Dari tugas dan wewenang penuntut umum tersebut dupat diketabui. bahwa
penuntut umum merupakan kunci administrasi dari proses peradilan pidana atau rhe
key adminisiration office in the processing of case is the procecution.™ Hal itu
dischabkan penuntut umum vang melanjutkan hasil pemeriksaan polisi di muka
persidangan dengan cara memenuhi proscdur administrasi serta bherwenang pula
menanggubtkan atau menghentikan penuntutan yang disebabkan kurang cukup bukli-
bukti yang diperoleh. ™!

Penuntut umum mempunyai peranan sebelum pemeriksaan, dan pelaksanaan
putusan pengadilan. Keadaan tertudub sclama proses peradilan sampai pelaksanaan
putusan peagadilan di hawah tanggung jawab penuntut umum, Yang paling utama pada
proses tersebut adalah surat dakwaan vang dibuat penuniut umam yang merupakan
dasar dari proses peradilan pidana, Surat dakwaan/tuduhan dimaksudkan apar penuntut
umum dapat melimpahkan perkara ke pengadilan, di mana penuntut umum menguraikan
sifat dan keadaan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara pidana.

Terdakwa pada hakckalnya mempunyai kedudukan vang sami dengan warga
masyarakat lainnya, vaitu harus dilindungi harkat dan martabat terdakwa oleh para
pencgak hukum (termasuk penuntut umum) yang menegakkan kebenaran dan keadilan
berdasarkan hukum. Oleh karena iw penuntut unum tidak boleh memperlakukan
kepentingan terdakwa bahwa ia dapal didampingi penaschat hukum bagi peradilan
adalah untuk mengontrol para petugas peradilan pidana. agar para petugas terscbut
menemukan kehenaran dan keadilan dalam menerapkan hukum.

Selain terdakwa yang membutuhkan bantuan dari penasehat hukum, korban
kejabatan pun memerlukan bantuan dari penaschat hukum. Penasehat hukum korban
pada tlahap penuntutan ini dapat memberikan petunjuk atay penjelasan mengenai
peountutan yang dilskukan penuntut umum. Surat dakwaan penting. kareny memuat
peristiwa-peristiwa di mana perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dari surat
dakwaan ini terlihat sampai sejauh mana keadaan yang meringankan terdakwa dan
memberatkan terdakwa akibal perbuatannya terhadap korban.

200 Kadri Husin, “Sistem Peradilan Pidana menurut KUHADR Tesis Pascasarjuna Bidang Ilmu
Hukum Universitas Indonesiz. 1985, hlm. 53,
21y Ihid.
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Berkaitan dengan hal-hal yvang telah dikemukakan. maka yaug berhak mendapatkan
pantuan hukum dari penaschat hukum adalah tersangkafterdakwa dan korban kejahatan
untuk mencegah terjadi korban dalam proses penuntutan. Oleh karena itu alangkah lebih
baik jika tcrdakwa dan korban kejahatan, bahkan siapapun yang berurusan dengan
peradilan, harus didempingi penasehat hukum. Sebagian besar warpa masyarakat Kita
ternyata belum mempunyai kesadaran hukum dan buta hukum. sehingga mereka
sebenarnya perlu penasehat hukum agag dapat mengerti dan menyadari hak-hak dan
kewajiban dari hukum yang berlaku.

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN D1 PENGADILAN

Proses pemeriksaan di muka persidangan merupakan puncak acara dari proses
peradilan pidana di tingkat peradiian periamna, di mana nasib lerdakwa ditentukan oleh
jalannya proses persidangan. Diharapkan jangan sampat terdakwa menjadi korban dari
arena pertcmpuran antara ambisi penuntut umunt dan penaschat hukum yang banya
mementingkan  profesinya  masing-inasing. Penaschat hukum membantu terdakwa
dengan menjelaskan lakta-fakta dan atibi vang dikaitkun dengan kebenaran hukum
mengenai perkara yang dituduhkan kepada terdakwa.

Pepasehat hukum dalam membantu terdakwa di muka persidangan hukan hanya
sckedar membela terdakwa, tetapi membantu terdakwa untuk meringankan pidana dan
harus coba menegakkan hukum dan membantu hakim meluruskan hukum. Tanggung
jawab dan peranan penasehat hukum daJam proses peradilan pidana sangat beral. karena
putuh kemampuan untuk membantu klien dengan mengolah dan menganalisis
permasalahan secara obycktil yang disertai dengun pengetahuan hukum dan pengetahuan
lain yang luas. Peaasehat hukun itu pun dalam pemeriksaan di persidangan. menpunyai
hak mengajukan pembelaan sebagai wakil terdakwa,

Pasal 1 sub (9) KUHAP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian
tindakan hakim untuk menerima. memeriksa dan memulus perkara pidana berdasarkan
asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut card
yang diatur dalam undang-undang ini. ‘Tangpung jawab hakim yang memberikan
putusan itu sangal besar. kareni hakim harus mengayomi masyarakat dan kedudukan
hakim dalam proses peradilan sebagai garis besar terakhir untuk mendapatkan
kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum.

Menurut Sahetapy, keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum
melainkan oleh peradilan, yaitu hukum adalah bahan baku seperti misalnya kayu. Kayu
itu harus baik. terpilib dari jenis unggul atau tidaknya, tidak dipersoalkan. tetapt yang
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menjadi ukuran adalah pengukirnya. demikian pula dengan hakim, Hakim sebagai salah
satu unsur pencgak hukum, dalam arti sempitl sebagai pengukir. Kalau pengukiraya
Jahat. korup, tidak mempunyai tntegritas dan wibawa, ukirannya juga akan mencerminkan
seluruh eksistensinya. Karena itu, pengadilan merupakan bastion terakhir dalam rangka
penegekkan hukum dan keadilan,®™

Proses memeriksa dan mengadili sebagai (ugas pokok hakim, berarti meneliti
fakta yang terjadi sepanjang yang diudubkan terhadap terdakwa, saksi, dan barang
bukti. Sedangkan perbuatan mengadili haruslah berdasarkan seperti yang telah terungkap
di persidangan, vang kemudian dipertimbangkan dari segala segi hukum.™ Jadi tugas
pokok hakim memeriksa tukea. kemudian mempertimbangkan, yang selanjutnya dapat
nmenyimpulkan dan memberikan putusan. Putusan yung diberikan oleh hakim merupakan
fungsi yang menetapkan hukum. dan hanya hakim yang boleh menjatuhkan pidana
dalam arti sesungguhnya,?”

Berpangkal tolak dari hal-hai yang menyangkut proses persidangan di tingkat
pertama. penasehat hukum korban maupun penasehat di tngkat pertama, penasehat
hukum korban maupun penaschat hukum terdakwa akan memberikan bantuan kepada
mereKa mengenai jalan persidangan. Dari pemeriksaan acara biasa akan terlihat oleh
penasehat hukum tentang keadaan/situasi proses pemeriksaan oleh hakim, Dalam
proses persidangan di pengadilan akan terungkap fakra-fakta, antara iain. isi dan
maksud surat dakwaan. keterangan terdakwa. keterangan saksi-saksi baik yang
meringankan maupun yang memberatkan terdakwa, serta alat-alat bukti iainnya.

BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN

Dasar hukum pelaksanaan putusan pengadilan terdapat dalam pasal 270 sumpai
dengan pasal 276 KUHALD. Peluksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap didakukan oleh penuntut vmurm setelah panitcra mengirimkan
salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP). Putusan pengadilan vang
dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan dan scgala sesuatu yang
lerbukti dalam pemeriksaan sidang [Pasal 182 Avat (4) KUHAP]|. Pulusan pengadilan
dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itz juga atau pada hari lain, yang

22y J1. Sahetapy. Op.cit. hlm. 7.

23) Bismar Siregar. Op.cit.. hlm. 119~124.

24} Roeslan Saleh, Hukum FPidana sehagai Konfrontasi Manusia dan Manusia. Jakarty: Chalia
Indonesia, 1983, hlm. 12.
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sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum. terdakwa alau penasehat
hukum (Pasat 182 ayat 2 KUHAP). Sehubungan dengan hal di atas. orang yang telah
dijatuhi putusan pengadilan scyogyanya diberikan kejelasan yang menyangkul perihal
putusan hakim oleh penasehat hukum. Putusan pengadilan yang telah dijatubkan kepada
orang itu ternyata tidak mermuaskan, maka ia dengan bantuan penasehat hukum dapat
melakukan upaya hukum berupa banding maupusn kasasi.

Dalam KUHA P telah diawr mengenai hak-hak terdakwa vang wajtb diberitahukan
hakim kepada terdakwa setelah putusan pidana dijatubkan oleh pengadilan kepada
tardakwa |Pasal 196 Avyat (3) KUHAP|. Terpidana berhak menolak putusan pengadilan
negeri apabila ia merasa tidak puas atas putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan
kepadanya [Pasal 196 Ayat (3) sub a KUHAP].

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dapat menimbulkan konsekuensi yang
sangat tuas, baik menyangkut langsung pelaku perbuatan pidana. korban kejahatan,
maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebib jika putusan pidana tersebut dianggap
tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, Hal itu disebabkan
oleh penerapan pidana yang tidak sama terhadap perbuatan pidana yang sama, atau
terhadap perbuatan pidana yang mempunyai sifat berbahaya dapat diperbandingkan
tanpa dasar pembenaran yang jelas. yang dinamakan disparitas pemidanaan,*™

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang divcapkan ofch hakim dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau hebas atau lepas dari scgala
tuntutan bukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 1 Bulir {11) KUHAP]. Apabila putusan pengadilan yang dijatubkan hakim
berupa pemidanaan kepada pelaku perbuatan pidana, maka hakim harus dapat
membuktikan perbuatan yang dituduitkan penuntut umunl kepada pelaku perbuatan
pidana merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa
sebagai pelaku perbuatan pidana.™

Bantuan hukum pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini terutama dapat
dilihat dari pihak terpidana yang telah menjadi korban dari proscs peradilan pidana pada
tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Terpidana tersebut telah melaksanakan pidana
tetapi ternyata terbukti tidak bersalah (kasus Sengkon dan Karta). Olch karena itu,
terpidana yang telah menjadi korban proses peradilan pidana dapat meminta bantuan
hukum pada penasehat hukumnya berupaya mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung (Pasal 263 KUHAP).

25) Muladi & Barda Nawawi, Teeri-teort dan Kebijakan Pidara. Bandung: Alumpi. 1984,
hlm. 52.
26} Moeljatno, Membangun Hufum Pidona. Jakarta: Bina Aksara. 1985, him. 13.
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Selain meminta permchonan peninjauan kembali, korban tersebut dapat pula
menuntut ganti rugi karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan kekeliruan mengenal orangnya atau
hukum yang diterapkan [Pasal 95 Ayat (1) KUHAP]. Terpidana yang mengajukan
peninjauan kembali berbeda dengan terpidana yang mengajukan permohonan grasi.
‘Terpidana yang mengajukan grasi adalah orang yang telak berbuat salah melakukan
perbuatan pidana yang telah dijatuhi putusan hakim, kemudian meminta pengampunan
atas kesalahannya kepada Kepala Négara [Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Grasi,
Undang-Undang No. 3 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 40].

Terpidana yang mengajukan peninjauan kembali adalah orang yang telah
dipidana yang sebenarnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan
kepadanya. Dengan demikian, apabila permohonan penigjavan kembali dari terpidana
dengan bantuan penasihat hukumnya itu dikabulkan. Rerarti, terpidana dibebaskan dan
dinyatakan tidak bersalah. Kemudian, terpidana dengan bantuan penasehat hukum
dapat mengajukan tuntutan gagnti fugt dan rehabilitasi kepada pengadilan yang ber-
wenang,

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari kesclurahan pembahasan hasil penelitian yang telah
dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk penegakan hukum, khususnya
di dalam hukum pidana material dari suaty proses hukum mengenai sesuatu perkara
pidana. Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia memegang
peranan penting untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Para
penegak hukum yang bertugas dalam proses peradilan pidana harus menjunjung tinggi
etik, moral, dan mental negara dan bangsa berdasarkan nilai-nifai Sosial, aspek Budaya,
dan faktor Struktural (Sobural) Indonesia.

Setiap warga ncgara berhak mendapatkan bantuan hukum untuk kepentingan
pembelaan dalam proses peraditan (perdata maupun pidana). Pembelaan terscbut
dilakukan oleh orang yang mempunyai profesi sebagai penasehat hukum yang berfungsi
membantu setiap orang yvang memerfukan bantuan dalam menghadapi proses perkara/
kasus. Bantuan hukum dari penasehat hukum dtharapkan menjangkau lapisan masyarakat
yang paling hawah (yang belum terjangkau oleh hukum dan vang buta hukum, serta
yang tidak mampu},
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Proses peradilan pidana adalah rangkaian kegiatan proses pemeriksaan yvang
dimulai sejak penangkapan dan penahanan seseorang. vang Jiduga melakukan tindakan
atau perbuatan pidana sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses peme-
riksdan dulam proses peradilan pidana dilakukan oleh polisi. jaksa. dan bakim, yang
masing-masing sebagai sub sistem. Masing-masing subsistem bekerja dalam suvatu
sistem peradilan pidana yang bertujuan unmk menanggulangi kejahatan secara terpudu
melalui jalur hukuim agar mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Yalam proses peradilan, tenlu akan 1erl‘angkut pelaku dan korban kejahatan vang
diakibatkan ada suaw tindakan atau perbuatan pidana. Korban dan pelaku kejahalan
tersebut membutuhikan bantuan hukum dari penaschat hukum dalam proses peradilan
pidana. Dalam KUHAT tidak disebutkan bahwa korban kejahatan dalam perkara pidana
berhak dibantu pepasehat hukum. Dalam KUHAP iw hanya disebutkan bahwa pelaku
atau yang diagggap pelaku kejahatan berhak mendapat bentuan hukum dari penasehat
hukum (Pasal 54 dan 35 KUHAP),

Apabila tersangkasterdakwasierpidana tidak mampu membayar honorarium
penasehat hukum, pejabat pada semua tingkat pemeriksaan diwajibkan menunjuk
penasehal hukwin dengan cuma-cuma bagi mereka vang diancam pidana minimum lin
tahun (Pasal 58 KUHAP). Banyak tersangka/terdakwa/terpidana yung tidak mampu
dalam proses peradilan pidana udak didampingi penasehat hukum. dan mereka
seringkali mendapat tekanan-tekanan dengan perlakuan (penviksaan dan pemukulan)
dari petugas peradilan. Terkadang ersangka/terdak waAterpidana itu belum entu bersalah
melakukan perbuatan pidana. sehingga tersungka/tlerdakwa/terpidana tersebut menjadi
korban dari proses peradilan pidana.

Setiap orang yang menjadi korban proses peradilan pidana. termasuk korban
penangkapan/penahanan yvang tidak sah bechak mendapat ganti rugi (Pasal 30, 77, 81,
95. 96, 247 KUHADP). Tersangka/terdakwa/terpidana berhak mendapat santi rugi,
apabila tanpa dasar vang sah. atau karena kekhilalasvkekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan dalam proses peradilan pidana (Pasal 95 KUHAD).
Tersangka/terdakwa/terpidana berhak memperoleh rehabililasi, apabila pengadilan
memutuskan hebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 87 KUHAP).

Terhadap korban kejahatan hanya sedikit disinggung kepentingannya dalam
KUHAP, yang menyebutkan dimungkinkan korban kejahatan meminta ganti rugi akibat
derita yang dialami oleh perbuatan/tindakan pidana vang dilakukan peltaku kejahatan,
Korban kejahatan yang merasa dirugikan dapat berupaya meminta ganti rugi terhadap
terpidana/pelaku di samping dipidanya terpidana (Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP),

56
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Gugatan ganti rugi kepada terpidana oleh korban kejahatan diatur dalam Pasal 101
KUHAP, sedangkan besar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (korban
kejahatan) tidak disebutkan dalam undang-undang. Dengan demikian, ternyata masih
terdapat kesenjangan berlakunya KUHAP dalam pelaksanaan prakiek dalam proses
peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sebenarnya telah mencerminkan
hak-hak asast manusia. Tetapi dalam pelaksapaan praktek peradilan tidak jarang
petrgas dalam proses peradilan pidana terutama potisi dan penustul umum kurang
memperhatikan seseorang yang terkait dengan perkara pidana sebagai subyek hukum.
Polisi dan penuntut umum hanya lebih mengutamakan lancarnya pekerjaan mereka
dalam proses pemeriksaan. Terkadang pula, hakim lebih mengutamakan “corps” yang
merupakan satu sistem dalam pekerjaan sebagai petugas peradilan dengan polisi dan
penuntut umum.
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